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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara hukum hal ini berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini 

memberikan konsekuensi maupun ikatan setiap kehidupan masyarakat yang telah 

diatur dengan peraturan hukum yaitu undang-undang. Berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat yang di ikat dengan peraturan dan hukuman atau sanksi, 

di Indonesia terkait dengan pidana mati sebagai hukuman terberat dalam sanksi 

hukuman bagi pelaku pelanggaran atau yang melakukan tindak pidana.  

Pidana mati akan membayangkan kepada kita, yakni merupakan 

perbuatan menghilangkan nyawa secara sah melalui aparat penegak hukum yang 

berwenang. Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia biasanya disebabkan 

karena kasus-kasus seperti narkotika, pembunuhan, terorisme dan pemberontakan 

dengan cara pengeksekusian yang awalnya dengan mengantung terpidana 

tersebut namun beralih ke menembak mati terpidana dengan diberlakukannya 

UU Nomor 2 (Pnps) tahun 1964.
1
  

Melnghilangkan nyawa orang karelna mellakulkan tindak pidana yang belrat 

pada dasarnya adalah pelrbulatan yang tidak belrtelntangan, karelna hal itul suldah 

dipelrkelnankan di dalam ulndang-ulndang yang belrlakul. Melnghilangkan nyawa 
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pelnjahat yang tellah mellakulkan keljahatan-keljahatan yang belrat adalah dibelnarkan 

baik dari selgi moral ataulpuln agama.
2
 Pelnelrapan pidana mati julga masih banyak 

melnimbu llkan pelrbeldatan dalam masyarakat Intelrnasional. Pelrdelbatan melngelnai 

pidana mati mulncull seljak selmakin maraknya isul telntang Hak Asasi Manulsia 

(HAM). Kelsadaran masyarakat intelrnasional akan hal ini selmakin melningkat 

seljak belrdirinya Pelrselrikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3
  

Pidana mati sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 10 menyebutkan 

jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana 

denda. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan 

pencabutan hak-hak tertentu.  

Pelnelrapan hulkulman mati di Indonelsia melrulpakan pidana yang paling 

banyak di tantang. Olelh karelna pidana mati melrulpakan pidana yang telrbelrat di 

antara jelnis pidana lainnya karelna pelnelrapannya dapat melncabult nyawa 

selselorang, maka selharulsnya hulkulman mati ditelmpatkan selbagai ulpaya telrakhir 

(ulltimulm relmeldiulm). Pellaksanaan hulkulman mati di Indonelsia belrlandaskan 
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KUlHP yang melrulpakan warisan Bellanda, nelgelri yang tellah melnghapuls pidana 

mati ulntu lk sellulrulh keljahatan (abolition for all crimels) pada tahuln 1982.
4
 

Dunia intenasional dan PBB juga mendesak serta mengkritik adanya 

hukuman mati ini. Oleh karena itu hukuman mati mulai dibahas dan 

dipertimbangan terkait solusi alternatif yang dapat dipakai sebagai gantinya. 

Pada hakekatnya pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa 

kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang 

dapat diterima kembali dalam masyarakat.  

Sejatinya terkait dengan tujuan dari hukum pidana adalah untuk 

memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan asas kepastian jika dilihat dari pihak 

korban dalam suatu tindak pidana yang hukumannya adalah pidana mati tentunya 

menginginkan kejelasan terkait kepstian pidana mati itu sendiri karena adanya 

pasal 100 yang bisa di jadikan sewenang-wenang karena memberikan 

pembebasan bersyarat yang memberikan pidana mati itu sendiri bisa di rubah 

karena rasa penyesalan, berkelakuan baik dan lain sebagainya. Hal ini membuat 

tidak adanya kejelasan kepastian pidana mati itu sendiri karena memberikan 

persyaratan bagi terpidana selama 10 tahun.  

Pasal 100 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati 

bersyarat menjelaskan bahwa terdakwa yang mendapat hukuman mati akan 

diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam 10 tahun ini 
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nantinya akan dilihat perkembangannya selama selama didalam Lembaga 

pemasyarakatan. Terkait hal ini akan dilihat apakah terpidana mengakui dan 

menyesali perbuatannya serta terpidana memiliki harapan untuk dapat berubah 

menjadi lebih baik. Namun sayangnya hal ini masih juga menjadi suatu 

perdebatan yang sangat serius bagi masyarakat terkait pidana mati bersyarat.  

Sebagaiman telah dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP “Jika 

terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah 

menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah 

mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.  

Pasal tersebut, apabila ditelaah terdapat frasa “dapat”, sebuah frasa ini 

ada sebuah penafsiran yang luas. “Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan 

terhadap pemberian pidana mati bersyarat yang tidak memberikan kepastian 

hukum. Karena, tidak ada batas waktu dalam menunggu keputusan presiden atas 

dapat dirubah atau tidaknya hukuman untuk terdakwa. Terlebih pemberlakukan 

pidana bersyarat digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden.  

Hal ini menjadi persoalan, karena masa jabatan Presiden dalam 

pemberian perubahan status hukuman mati menjadi penjara seumur hidup 

terbatas, yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun 10 (sepuluh) tahun 

jika kembali berkuasa. Disisi lain terdapat kemungkinan akan menimbulkan 

potensi korupsi dari pihak terpidana kepada Kepala Lapas, Ke Mahkamah Agung 

sebagai pemberi rekomendasi kepada bapak Presiden dan Kejaksaan Agung 
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sebagai pelaksanaan hukuman pidana mati. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapat catatan berkelakuan baik selama dilapas agar bisa mendapat 

hukuman mati bersyarat bukan hukuman mati.
5
  

Perubahan hukum di Indonesia terutama KUHP merupakan hasil dari 

keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam hukum politiknya yaitu 

pemberharuan hukum pidana. Perubahan hukum di Indonesia terutama KUHP 

merupakan hasil dari keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam hukum 

politiknya yaitu pemberharuan hukum pidana. Perubahan hukum di Indonesia 

terutama KUHP merupakan hasil dari keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia 

dalam hukum politiknya yaitu pemberharuan hukum pidana. Cita politik hukum 

pidana mati diartikan sebagai arah kebijakan hukum (legal policy) tentang pidana 

mati yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang pidana 

mati itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati 

itu dibuat.
6
 

Kontroversi seputar keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia 

sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap 

menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada 

analisa efek penjeraan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam 

pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada 
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tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana 

mati di Indonesia masih bertahan.
7
 

Pidana mati menjadi kabur dalam sistem pidana Indonesia karena adanya 

persyaratan alternatif yang diberikan pada narapidana padahal perbuatan yang 

dijatuhi hukuman mati adalah tindak pidana yang besar seperti terorisme, 

narkotika, pembunuhan berencana. Hal ini tentu tidak memberikan efek jera bagi 

pelaku tindak pidana karena adanya hal-hal dalam KUHP baru yang 

memeberikan jaminan dengan merubah hukumannya jika berkelakuan baik, dan 

merasa menyesal selama 10 tahun seperti yang di atur dalam pasal 100.  

Ketidakpastian hukum pidana mati di Indonesia menjadi perdebatan sejak 

adanya KUHP Baru Tahun 2023, karena adanya  pidana mati mejadi pidana 

penjara dengan syarat yang di tentukan. Membuat seperti pidana mati masih ada 

dan berlaku di Indonesia namun pelaksanaan dan penerapannya menjadi tidak 

ada atau bisa di sebutkan hukumannya ada namun pada kenyataannya pidana 

mati tersebut sama sekali tidak dilaksanakan. Mengingat bagaimana hukum di 

Indonesia bisa di beli maka narapidana yang di jatuhi hukuman mati bisa saja 

membeli surat berkelakuan baik selama masa percobaan dan bebaslah narapidana 

tersebut dari pidana mati menjadi pidana penjara.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaan pidana mati dalam KUHP Belanda dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana? 

2. Bagaimana kepastian hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Huku Pidana? 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian berikut adalah untuk dua hal yaitu : 

1.  Untuk membahas dan menjawab perbedaan pidana mati dalam KUHP 

Belanda dan dan di undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab 

Undang-Undang Pidana. 

2. Untuk menemukan, membahas dan menjelaskan kepastian hukum pidana 

mati yang ada di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

pengembangan hukum umumnya dan lebih khususnya kedalam ilmu hukum 

pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu 



8 

 

pengetahuan tentang Pidana Mati dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan 

sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan 

jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dalam masyarakat 

dan menggali atau mengkaji lebih dalam tentang kepastian hukum pidana mati di 

Indonesia.  

E. Ruang Lingkup penelitian 

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkupnya pada kepastian hukum 

pidana mati berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan penerapan pidana mati berdasarkan KUHP 

Lama dan KUHP yang baru serta mengaitkan dengan politik hukum pidana 

dalam pemberharuan hukum dengan melihat kesesuaian pemberharuan hukum di 

Indonesia berdasarkan sejarah hukum, asas, dan aspek kehidupan masyarakat 

hukum Indonesia terkait pidana mati guna menguatkan pembahasan .  

F. Penelitian Terdahulu 

Alasan pelnellitian telrdahullu l pelrlul di cantu lmkan adalah pelrlul dicantu lmkan 

yaitu l agar hasil pe lnellitian ini be lnar-belnar bisa dianggap original, bu lkan dulplikasi 

dan bulkan plagiarisme l, maka selkiranya pelrlul bagi pelnu llis u lntu lk melmaparkan 

belbelrapa pe lnellitian selbellulmnya yang me lmiliki keltelrkaitan de lngan pelnellitian 

pelnullis yang be lrjuldull “Kepastian Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana ” belrikult ini saya cantu lmkan belbelrapa pelnellitian te lrdahullul yang su ldah 

dilakulkan : 

1. Penelitian yang dilakukan Indah Lestari dengan judul “Analisis Pasal 100 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat 

Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum”
8
 Konsistensi dan 

keterbukaan pengadilan dalam penafsiran Pasal 100.  

Terdapat kemungkinan adanya perbedaan penafsiran dan aplikasi 

Pasal  100 dalam kasus-kasus yang nantinya akan diterapkan Pasal 100 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai konsistensi pengadilan dalam menerapkan Pasal 100, serta 

keterbukaan pengadilan dalam menjelaskan pertimbangan yang mereka 

gunakan dalam menjatuhkan putusan hukuman mati bersyarat.   

Perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana. Dalam 

konteks hukuman mati, perlindungan hak asasi manusia menjadi hal yang 

sangat penting. Perlu diperhatikan agar nantinya terpidana diberikan 

perlindungan yang memadai terhadap hak – hak tertentu yang memang 

mereka harus dapatkan seperti Hak Asasi Manusia bagi narapidana, seperti 

hak atas kehidupan, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak atas 

banding. Keterkaitan dengan perkembangan Hukum Internasional. 
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Penerapan hukuman mati juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan 

hukum internasional. Beberapa negara dan organisasi internasional 

berkomitmen untuk menghapuskan atau membatasi penggunaan hukuman 

mati. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana Pasal 100 berhubungan 

dengan prinsip-prinsip dan standar internasional terkait hukuman mati.  

Perbedaan penelitian Indah Lestari dengan penelitian saya adalah 

Indah Lestari lebih berfokus pada mekanisme pelaksanaan pidana mati 

berdasarkan hukum yang berlaku untuk saat ini dan juga membahas 

tentang faktor-faktor penghambat pidana mati pasca putusan hakim 

sedangkan penelitian saya berfokus pada kepastian hukum pidana mati 

berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023.  

2. Pelnellitian yang dilaku lkan olelh Azzahra Sifa Anarki, de lngan ju ldull 

“Kelbijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Pe lmbarulan Kitab U lndang-Ulndang 

Hu lkulm Pidana Nasional Ditinjau l Dari Asas Keladilan Dan Kelpstian 

Hu lkulm”.  Foku ls dalam pelnellitian ini adalah pelrbandingan sanksi pidana 

pada KUlHP barul 2023 dan KUlHP Bellanda, yakni pe lrbeldaan pelnelmpatan 

pidana mati di KUlHP lama yang me lnelmpatkan pidana mati se lbagai salah 

satu l pidana pokok seldangkan KU lHP-2023 melnelmpatkan pidana mati 

selbagai pidana paling te lrakhir di jatu lhkan ulntu lk me lncelgah dilaku lkannya 

tindak pidana dike lmuldian hari.  

Pidana mati dapat di jatu lhkan delngan masa pe lrcobaan 10 

(selpullulh) tahuln apabila me lmelnulhi pelrsyaratan se lbagaimana dise lbultkan 
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pada pasal 100 ayat (1). Kelmuldian adanya pelnelrapan asas ke ladilan dan 

kelpastian hu lkulm dalam pe llaksanaan sanksi e lkselkulsi mati pada 

pelmbarulan. Asas keladilan dan kelpastian hulkulm yang haru ls selimbang, 

keladilan belrsifat objelktif seldangkan asas kelpastian hulkulm dipelrlulkan 

ulntu lk melncapai keladilan.
9
 Sedangkan penelitian saya berfokus pada 

kepastian pidana mati itu sendiri yang sudah tidak bernyawa lagi hanya 

ada hukuman mati namun dalam pelaksanaannya pidana mati itu sudah 

tidak ada. Penelitian Azzahra Sifa Anarki berfokus pada sanksi pidana dan 

mengkaji asas kepastian hukum dan asas keadilan sementara penelitian 

saya hanya berfokus pada kepastian hukumnya saja. 

3. Pelnellitian yang dilaku lkan Adiansyah Su lrya Yu ldhistira delngan ju ldull 

“Kelpastian Hulkulm Dan Keljellasan Masa Tu lnggu l Waktu l Pellaksanaan 

Elkselkulsi Pidana Mati Dalam Rangka Pe lmbaharulan Hulkulm Pidana Di 

Indonelsia”. fokuls dalam pelnellitian ini dan pe lmbahasan yang di u lraikan 

adalah Kelpastian hu lkulm dan keljellasan masa tu lnggu l waktu l pellaksanaan 

elkselkulsi pidana mati dalam rangka pe lmbaharu lan hulkulm pidana di 

Indonelsia melnulrult keltelntu lan di dalam Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahu ln 

2023 te lntang Kitab U lndang-Ulndang Hulkulm Pidana me lneltapkan bahwa 

pidana mati belrulbah melnjadi pidana yang be lrsifat khu lsuls dan sellalul 

diancamkan selcara altelrnatif.  
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Kelteltapan di dalam Pasal 100 Ayat (1) me lneltapkan, bahwa pidana 

mati ju lga dapat dijatu lhkan olelh Hakim delngan masa pe lrcobaan 10 

(selpullulh) tahuln delngan belbelrapa pelrtimbangan hakim. Ke lmuldian 

melngelnai elkselkulsi pidana mati dapat dilaksanakan apabila pe lrmohonan 

grasi bagi te lrpidana mati suldah ditolak olelh Prelside ln. Pelnanganan masa 

tulnggu l waktu l pellaksanaan elkselkulsi pidana mati di Indonelsia masih 

melngalami kelkulrangan.
10

 Perbedaan penelitian saya dengan Adiansyah 

Su lrya Yu ldhistira adalah Ardiansyah focus penelitaiannya pada masa 

tunggu pidana mati yang berdasarkan pada pasal 100 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Nasional, sedangkan penelitian saya tentang pidana mati itu sendiri artinya 

bukan membahas masa tunggunya lagi melainkan kepastian pidana mati 

itu sendiri namun tetap mengkaji dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian kepastian hukum 

Kelpastian hulkulm melrulpakah hal konkrit atau l hal yang su ldah pasti tanpa 

melnelrka-nelrka ataul belrangan-angan akan su latu l hulkulm yang ada di de lpan atau l 

yang  akan ada ke ldelpannya namu ln su ldah dipastikan atau l suldah di ikat 

kelpastiannya te lntang hal yang be lrkelnaan delngan atu lran yang te ltap ataul atu lran 
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yang me lmiliki keljellasan yang te lrarah. Selhingga kelpastian hu lkulm melrulpakan 

ulnsulr yang sangat pe lnting dalam hu lkulm.  

Istilah asas ke lpastian hu lkulm selcara konselpsional dalam te lrminologi 

hulkulm biasanya dite lmulkan dalam du la pelngelrtian yakni dalam bahasa Inggris 

asas kelpastian hu lkulm diselbult thel principlel of lelgal selcu lrity dan dalam bahasa 

Bellanda dise lbult konkrelt relchtszelkelrhelid belginsell, keldula telrminologi ini melmulat 

pelngelrtian yang sama dan digu lnakan para praktisi dan akade lmisi hu lkulm.
 11

 

Melnulrult Suldikno, “asas hulkulm melrulpakan ratio lelgis-nya pelratulran hulkulm. 

Asas hulkulm (relchtsbelginsell) adalah pikiran dasar yang ulmulm sifatnya ataul 

melrulpakan latar bellakang dari pelratulran yang konkrelt (hu lkulm positif) dan dapat 

ditelmulkan delngan melncari sifat-sifat ulmulm dalam pelratulran.
12

  

Melnulrult Belllelfroid, “asas hulkulm adalah norma dasar yang dijabarkan 

dari hulku lm positif dan yang olelh ilmul hulkulm tidak dianggap belrasal dari atulran-

atulran yang lelbih ulmulm, jadi asas hulkulm melrulpakan pelngelndapan hulkulm 

positif di dalam masyarakat.
13

  

Paull Scholteln belrpelndapat bahwa “asas hulkulm adalah kelcelndelrulngan-

kelcelndelrulngan yang disyaratkan olelh pandangan kelsulsilaan kita pada hulkulm, 

melrulpakan sifat-sifat ulmulm delngan selgala keltelrbatasannya selbagai pelmbawaan 
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 S.F. Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hlm. 209. 
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 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yohyakarta: Liberty, 1986, Hlm.32. 
13
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yang ulmulm itul, teltapi yang tidak bolelh tidak haruls ada”.
14

 Ulntu lk pelnellitian ini 

saya melnggu lnakan “asas kelpastian hu lkulm”. Hulkulm yang baik adalah hulkulm 

yang mampul melnsinelrgikan ulnsu lr hulkulm delmi kelseljahtelraan dan kelmakmulran 

masyarakat. Radbrulch melnyatakan, kelpastian hulkulm dimaknai delngan kondisi di 

mana hu lkulm dapat belrfulngsi selbagai pelratulran yang haruls ditaati.
15

 “kelpastian 

hulkulm dapat julga belrarti hal yang dapat ditelntulkan olelh hulkulm dalam halhal 

yang konkrelt. Kelpastian hulkulm adalah jaminan bahwa hu lkulm dijalankan, bahwa 

yang belrhak melnulrult hulkulm dapat melmpelrolelh haknya dan bahwa pultulsan dapat 

dilaksanakan.  

Menurut Karsen, hukum adalah system standar. Standar tersebut adalah 

penjelasan yang menekankan dengan memasukkan aturan untuk aspek 

“mungkin” dan hal-hal yang harus dilakukan. Norm-norma adalah produk dan 

tindakan manusia yang sadar hukum adalah regulator umum, yang mengarahkan 

individu yang brtindak dalam masyarakat dalam kaitannya dengan masyarakat 

dan perusahaan dari sudut pandang individu. Peraturan ini merupakan batas 

masyarakat yang melecehkan atau bertindak kepada individu lainnya. Adanya 

peraturan tersebut dari pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian 

hukum.  

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga nilai identitas 

yaitu: 

                                                 
14

 Ibid. 
15

 Theo Huijbers, filsafat hukum, Yogyakarta, Hlm. 162. 
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1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid) asas ini dipandangdari segi 

hukumnya. 

2. Asas keadilan hukum (justice) asas ini dipandang dari sudut pandang 

filosofis bahwa keadilan adalah hak yang sama bagi semua orang yang 

ada di pengadilan. 

3. Asas pemanfaatan hukum (zwech motigeid atau doelmatigheid atau 

utility).  

 

Tujuan hukum dari pendekatannya sebenarnya adalah kepastian hukum 

dan manfaat hukum. Kelpastian hulkulm melrulpakan pelrlindulngan yulstisiablel 

telrhadap tindakan selwelnang-welnang yang belrarti bahwa selselorang akan dapat 

melmpelrolelh selsulatul yang diharapkan dalam keladaan telrtelntul”.
16

 Kelpastian 

hulkulm yang selsulnggulhnya adalah apabila pelratulran pelru lndang-ulndangan dapat 

dijalankan selsulai delngan prinsip dan norma hulkulm.
17

 Aspelk kelpastian 

hulkulm telrkait pelnjatulhan pidana mati teltap telrdapat dalam KUlHP dan di lular 

KUlHP, telrmasulk keltelntulan telntang tata cara pellaksanaan pidana mati. Dula isi 

ultama yaitu l isu l Hak Asasi Manu lsia (HAM) dan isu l elfelktivitas hu lkulman mati 

selbagai e lfelk jelra, Selpelrti yang dikelmulkakan olelh Lili Rasjidi.
18

  

2. Pengertian Pidana Mati  

Pidana mati adalah pe lnjatu lhan hulkulman kelpada te lrdakwa delngan 

melncabu lt hak hidulpnya  karelna pelrbulatannya yang tellah mellakulkan tindak 

pidana yang tellah di atulr dalam ulndang - ulndang yang hulkulmannya diancam 

delngan hulkulman mati ataul pidana mati. Hulkulman mati belrarti tellah 

                                                 
16

 R. tony prayogo, jurnal legislasi Indonesia, Juni 2016, Vol.13 No 02. 
17

 Ibid. 
18

 Lili Rasjidi, Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat, Cet.1, Bandung, Alumni, 

1999, Hlm. 265. 
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melnghilangkan nyawa selselorang. Padahal seltiap manulsia melmiliki hak ulntulk 

hidulp selbagai makhlulk ciptaan Tu lhan yang Maha E lsa
19

 Pada Pasal 69 KUlHP 

maulpuln belrdasarkan hak hidu lp yang te lrtinggi bagi manu lsia pidana mati adalah 

pidana telrbelrat.  

Karelna pidana ini belrulpa pidana yang telrbelrat, yang pellaksanaannya 

belrulpa pelnye lrangan telrhadap hak hidulp bagi manulsia yang selsulnggulhnya haruls 

belrada ditangan Tulhan yang Maha Ku lasa. 20  Hulkulman mati di Indonelsia diatulr 

dalam pasal 10 KUlHP jo pasal 11 KUlHP. Pidana mati melrulpakan salah satul 

pidana pokok yang masih dipelrtahankan olelh Hulkulm Pidana di Indonelsia. Pasal 

10 yang melmulat dula jelnis hulkulman yang melnjadi fokulsnya yaitul hulkulman 

pokok dan hulkulman tambahan. Hulkulman pokok, telrdiri dari hulkulman mati, 

hulkulman pelnjara, hulkulman kulru lngan dan hulkulman delnda. Hulkulman tambahan 

telrdiri dari Pelncabultan hak-hak telrtelntul, pelrampasan barang-barang telrtelntul dan 

pelngulmu lman kelpultulsan hakim. 

 Pasal 11 KUlHP bulnyinya : Pidana mati dijalankan olelh algojo ditelmpat 

gantulngan delngan melnjelratkan tali yang telrikat di tiang gantulngan pada lelhelr 

telrpidana kelmuldian melnjatulhkan papan telmpat telrpidana belrdiri.
21

 Dalam 

                                                 
19

 Fatahilla, pro dan kontra pidana mati di Indonesia 

https://fatahilla.blogspot.com/2008/09/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia.html diakses 

tanggal 8 januari 2023, pukul 14.12. 

20
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2002. 
21

 Moeljatno, KUHP, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, Hlm. 6 

https://fatahilla.blogspot.com/2008/09/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia.html
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melnjalankan pidana mati ada pellaksanaan yang di lakulkan seltellah masa 

tulnggulnya belrlalul yaitul elkselkulsi mati.  

E lkselkulsi mati adalah waktul dimana pellaksanaan hulkulman mati ini di 

jalankan ataul masa dimana seltellah pelnjatulhan hulkulman mati kelpada telrdakwa 

maka masa sellanjultnya adalah pellaaksanaan elkselkulsi mati, dimana nyawa 

selorang telrdakwa akan di ambil selcara paksa dari tu lbulhnya selbagai akibat 

pelrbulatan mellanggar hulkulm yang tellah dilakulkan.  

Keltelntulan pidana mati dalam Rancangan KUlHP belrbelda delngan pidana 

mati yang belrlakul saat ini, jika didalam keltelntulan Pasal 10 KUlHP pidana mati 

masulk dalam kellompok pidana pokok, maka dalam rancangan KUlHP pidana 

mati tidak masulk dalam pidana pokok, mellainkan diatulr dalam pasal telrselndiri. 

Pasal 64 Rancangan KUlHP melnelntulkan bahwa:  

Pidana te lrdiri atas: pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang 

belrsifat khulsuls ulntulk Tindak Pidana telrtelntul yang ditelntulkan dalam Ulndang-

Ulndang. Kelmuldian lelbih lanjult dalam Pasal 65 Rancangan KUlHP melnelntu lkan 

bahwa: Pidana pokok selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 64 hu lrulf a telrdiri atas:  

1. Pidana pelnjara 

2. Pidana tultulpan 

3. Pidana pelngawasan 

4. Pidana delnda 

5. Pidana kelrja sosial. 
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Ulrultan pidana selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) melnelntulkan belrat 

ataul ringannya pidana.
22

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana  

Pasal l00 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana : 

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 

(sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan 

ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak 

Pidana.  

2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.  

3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari 

setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah 

menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah 

mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.  

5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 

sejak Keputusan Presiden ditetapkan.  

6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada 

harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah 

Jaksa Agung.
23

 

 

H. Metode Penelitian  

Meltodel pelnellitian melrulpakan pelndelkatan telntang apa dan bagaimana 

yang akan di te lrapkan dalam pe lnellitian.
24

 Meltodologi me lrulpakan su latul 

pelngkajian dalam me lmpellajari dan me lnelmulkan pelratu lran-pelratu lran sulatu l 

                                                 
22

 Ibid. 
23

 Pasal 100, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab-Undang-Undang 

Hukum Pidana  
24

 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Buku Panduan Akademik, 

Lhoksemauwe Unimal Press,2016, Hlm, 106 
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meltodel u lntu lk melngeltahuli selsulatu l yang melmpu lnyai langkah-langkah siste lmatika. 

Meltodel pelnellitian belrtuljulan ulntu lk melmpellajari satu l ataul belbelrapa geljala, 

delngan jalan me lnganalisanya dan de lngan melngadakan pelmelriksaan yang 

melndalam te lrhadap fakta te lrselbu lt, ulntu lk kelmuldian dipelrolelh fakta telrselbult.
25

 

Adapuln meltodel pelnellitian yang digu lnakan adalah selbagai be lrikult : 

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Selsulai delngan ju ldull dan pelrmasalahan yang akan dibahas dalam 

pelnellitian dan su lpaya dapat me lmelbelrikan hasil yang belrmanfaat maka pe lnellitian 

ini dilaku lkan delngan pelnellitian yu lridis normatif (meltodel pelnellitian hu lkulm 

normatif). Pe lnellitian ini me lrulpakan pelnellitian pu lstaka (library relselarch) dalam 

pelnellitian hu lkulm, pelnellitian dalam be lntu lk ini dise lbult delngan jelnis pelnellitian 

hulkulm normatif , yaitu l pelnellitian hu lkulm yang me lmposisikan hu lkulm selbagai 

selbulah bangu lnan sistelm norma me ltodel pelnellitian yu lridis normatif (normatifel 

law relselarch) adalah pelnellitian hu lkulm kelpulstakaan yang dilaku lkan delngan cara 

melnelliti bahan-bahan kelpulstakaan ataul data selkulndelr bellaka.
26

 Pelnellitian ini 

dilakulkan gu lna u lntu lk melndapatkan bahan-bahan belrulpa: te lori-telori, konselp-

konselp, asas-asas hu lkulm selrta pelratu lran hu lkulm yang be lrhulbulngan delngan 

pokok bahasan. Ru lang lingku lp pelnellitian hu lkulm normatif mellipulti: 

1. Pelnellitian telrhadap asas-asas hulkulm  

                                                 
25

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2016, Hlm.2 
26

 Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13  
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2. Pelnellitian telrhadap siste lmatika hulkulm  

3. Pelnellitian telrhadap taraf sinkronisasi hu lku lm selrta velrtikal dan 

horizontal  

4. Pelrbandigan hulkulm  

5. Seljarah hulkulm 
27

 

Pelnellitian selcara khu lsuls melnelliti bagaimana kelpastian hulkulm yang 

didapatkan ole lh narapidana sellama me lnjalani masa tu lnggu l elkselkulsi mati dan 

hak-hak yang didapatkan narapidana Se llama melnjalani masa tu lnggul.  

b. Pendekatan Penelitian  

Meltodel pelndelkatan yang digu lnakan dalam pelnyulsu lnan skripsi ini adalah  

yuridis normatif  pe lnellitian hu lku lm kelpulstakaan yang dilakulkan delngan cara 

melnelliti bahan-bahan pu lstaka ataul data selkulndelr bellaka. 
28

 Melnggulnakan 

meltodel belrpikir deldulktif ataul cara belrpikir dalam pelnarikan kelsimpullan yang 

ditarik dari su latu l yang sifatnya u lmulm yang su ldah dibulktikan bahwa belnar dan 

kelsimpullan itu l ditulnju lnkan ulntu lk selsulatu l yang sifatnya khu lsuls.
29

   

Objelk yang dianalisis de lngan pelndelkatan yang be lrsifat kulalitatif, 

pelndelkatan ku lalitatif adalah me ltodel pelnellitian yang me lngacu l pada norma-norma 

hulkulm yang te lrdapat dalam pelratu lran pelrulndang-ulndangan
30

 yang diamati, 

                                                 
27

 Ibid, Hlm 14 
28

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2003, Hlm.27-28  
29

 Sedermayanti Dan Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian Hukum, Bandung, 

Bandar Maju, 2011, Hlm 23 
30

 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, op.cit, Hlm 14 
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dipellajari dan dibahas dalam pe lnellitian ini yang be lrkaitan de lngan kelpastian 

hulkulm pada masa tu lnggul elkselkulsi mati yang dijalani ole lh narapidana. 

Johnny Ibrahim me lmbagi pelndelkatan pelnellitian hu lkulm normatif melnjadi 

tuljulh pelndelkatan, yang mellipulti: 

1. Pelndelkatan pelrulndang-ulndangan  

Pelrulndang-ulndangan selbagai bahan pe lndelkatan hulkulm, 

pelndelkatan ini dilaku lkan te lrhadap sellulrulh pelratu lran pelrulndang-ulndangan 

yang be lrkaitan delngan pelrsoalan hu lkulm yang dipe lrtimbangkan ataul yang 

ingin dite lliti. 

2. Pelndelkatan konselptu lal 

Pelndelkatan ini belrawal dari pandangan-pandangan hu lkulm dan 

doktrin-doktrin yang belrkelmbang dalam ilmu l hulku lm.  

3. Pelndelkatan analitis  

Tuljulan dari pelrlaku lan analitis te lrhadap bahan hu lkulm ulntu lk 

melngeltahuli makna makna konse lptu lal dari kondisi ke ltelntu lan hulkulm dan 

pelnelrapan praktisnya selrta kelpultuls hulkulm.  

1. Pelndelkatan pelrbandingan 

2. Pendekatan filsafat 

3. Pelndelkatan historis  
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Pelndelkatan historis dilaku lkan delngan kelrangka pe llacakan seljarah 

dari atu lran hulkulm dan lelmbaga hu lkulm dari waktu l kel waktu l.
31

 

c. Sifat Penelitian    

Pelnellitian ini belrsifat delskriptif dimana pelnellitian de lskriptif adalah 

pelnellitian yang be lrtuljulan pada su latu l belntu lk pelnellitian yang ditu ljulkan u lntu lk 

melnggambarkan felnomelna yang ada, baik fe lnomelna yang me lnggambarkan sifat 

individul, keladaan, geljala ataul pelnyelbaran geljala telrtelntu l dan hulbulngannya.
32

 

Pelnellitian ini me lnggambarkan relalita yang telrjadi antara yang se lharulsnya (das 

soleln) te lrhadap hu lkulm yang belrlaku l (das selin) yang selharulsnya telrkait delngan 

pelnellitian yang be lrkaitan delngan Kepastian Hukum Pidana Mati Di Indonesia 

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentag Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

2. Sumber Data 

Pelnellitian ini melrulpakan pelnellitian hu lkulm normatif. Pe lnellitian hu lkulm 

normatif pada hakikatnya me lngkaji hu lkulm yang dikonselpkan selbagai norma ataul 

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang
33

 

Bahan yang digunakan untuk istilah sesuatu yang normatif yaitu dokumentatif, 

bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan.  

                                                 
31

 Jonny Ibrahim, Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu 

Media, 2008, Hlm 300. 
32

 Lexy  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitataif, Edisi Revisi, Remaja 

Rosdakarya,Bandung, 2012, Hlm. 5 
33

 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi,Tesis,Sertadisertasi, 

Alfabeta, Bandung, Tahun 2017, Hlm.66 
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Penelitian hukum normatif digunakan untuk mendapatkan jawaban atau 

informasi akan penelitian yang digunakan atau untuk menemukan isu hukum 

yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut Data penelitian normatif menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui buku-buku atau dokumen lainnya 

yang datanya siap atau dapat segera digunakan.  

a. Bahan Hukum  Primer  

Bahan hukum primer primer, yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen 

resmi Negara.
34

 Bahan hukum primer ini akan menjadi sumber utama penemuan 

bahan hukum dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Bahan 

hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah: 

1. Undang-Undang 1945 

2. Asas-Asas Hukum 

3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentag Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan KUHAP 

5. Perturan Presiden  

6. UU Nomor 2 (Penpres) Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 

Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum 

Dan Militer. 

                                                 
34

 Peter Mahmud, menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan 

hakim.  
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7. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 

8. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pidana Mati. 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. 

10. Undang-Undang  Nomor 8 tahun 1981 Tentang Peninjuan Kembali. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; Buku-buku yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti, buku hukum, jurnal 

hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli 

hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara 

dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang 

suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum 

sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak 

terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi 

objektif.
35

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa 

pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder. Adapun 

data tersier dalam penulisan ini adalah diambil melalui Kamus Bahasa Indonesia 

dan Kamus Hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

                                                 
35

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, 

Hlm 60 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan 

data dan memenuhi data standar yang ditetapkan.
36

 Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi ke pustakaan dan 

mengumpulkan serta mencari dan menganalisa bahan-bahan hukum yang 

berkaitan dengan  kepastian hukum terhadap narapidana pada masa tunggu 

eksekusi mati di Indonesia.  Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ialah : 

a. Studi Kepustakaan  

Penelitian kepustakaan adalah mencari dan menemukan bahan yang 

dilakukan dengan cara membaca, menelaah, meneliti, data primer, buku, atau 

literatur, jurnal ilmiah, publikasi, internet, dan peraturan perundang-undangan 

serta teori yang sudah ada yang ditulis oleh peneliti sebelumnya yang digunakan 

untuk mendukung penelitian.  

b. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dilakukan dalam bentuk kegiatan review yang 

dapat berarti menentang,mengkritik, mendukung, melengkapi ataumemberi 

komentar, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitiandengan 

menggunakan pemikiran sendiri teori terapan. Sifat analisis penelitian normatif 

                                                 
36

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 62 
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adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang 

dilakukan.  

Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan 

penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya 

menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori 

hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait 

juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap 

analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.
37

  

 Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan 

yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau 

memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil 

penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan 

dalam penelitian kepastian hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan undang-

undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.  

c. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan kegiatan yang berkaitan dengan metode 

pengumpulan data informasi ke pustakaan, membaca dan mencatat serta 

dilakukan pengolahan data sebagai bahan penelitian. Penelitian yang dilakukan 

peneliti dengan mengumpulkan buku, majalah, yang belrkaitan delngan masalah 

dan tulju lan pelnellitian, relfelrelnsi telrhadap telori yang belrkaitan delngan 

                                                 
37

 Muhaimin, Loc.cit. 
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pelrmasalahan yang ingin ditelliti. Stuldi litelratulr dipakai u lntulk melnelmulkan cara 

ulntulk melnye llelsaikan pelrsoalan delngan melnellulsulri tullisan dan telmulan-telmulan 

yang suldah didapatkan selbellulmnya.
38

 Terkait dengan Kepastian Hukum Pidana 

Mati Di Indonesia Berdasarkan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentag 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

                                                 
38

 Danial dan Wasriah. Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium 

Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2019. 


